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ABSTRAK

Di dalam dunia bisnis seorang pengusaha memerlukan modal untuk usahanya
agar dapat berkembang. Maka wajar apabila Pengusaha mengambil Kredit di
Bank untuk memperluas usahanya, dengan semakin berkembangnya usaha,
maka Perusahaannya akan semakin maju tapi tidak semuanya sesuai yang
diharapkan oleh para Pengusaha ada faktor juga yang menyebabkan kerugian,
misalnya seperti saat ini krisis ekonomi global karena virus Covid-19, banyak
sekali perusahaan yang mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga
banyak Perusahaan yang mengurangi tenaga kerja, untuk mensiasati biaya
pengeluaran rutin perusahaan maka banyak tenaga kerja yang di Putus
Hubungan Kerja (PHK). Sebagai contoh kasus yang terjadi pada PT Bank
Mandiri dan PT Batam Textile Industry yang telah mencapai homologasi.
Mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU kreditor dapat mengajukan kepailitan
ke Pengadilan Niaga apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditor, memiliki
utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo. Salah satu kreditor yang mengajukan PKPU adalah PT Bank
Mandiri terhadap debitornya yaitu PT Batam Textile Industry.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan
kasus yang diangkat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori dan
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor
pada saat perusahan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang
(studi pututusan nomor: 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaha Smg).

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan perlindungan
hukum bagi kreditor pada saat perusahaan mengajukan PKPU, yakni dalam
UU KPKPU perlindungan kepentingan kreditor menjadi lebih tegas.
Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak kreditor untuk membayar utang
kepada debitor, tetapi juga memastikan kapan pembayaran akan dilakukan,
yang sangat penting dalam kasus utang piutang. Jadi, secara substansial,
Undang-undang Kepailitan ini membantu kreditor, dan perubahan yang
dilakukan pada Undang-undang Kepailitan Indonesia juga mungkin
meningkatkan perlindungan untuk kepentingan kreditor. Karena hanya perlu
membayar utang kepada satu kreditor dan ada dua atau lebih kreditor, kreditor
dapat dengan mudah mengajukan pernyataan pailit terhadap debitornya.
Adapun penundaan pembayaran utang, kreditor cenderung dilindungi karena
proses perdamaian ditentukan oleh mereka dan jangka waktunya relatif
singkat. Keputusan hakim dalam kasus Mandiri-Batam Textile telah homologi
sesuai dengan Undang-Undang KPKPU dan memberikan perlindungan hukum
bagi kreditor. Tujuan homologasi adalah untuk memberi debitor kesempatan
untuk mengajukan penjadwalan utang mereka kembali kepada kreditor, baik
sebagian maupun sepenuhnya.
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